BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 2¥ TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah
pada badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swaslta;

b. bahwa dalam rangka meningatkan pendapatan asli daerah dan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan kepada
masyarakat serta dengan tidak mengganggu keuangan daerah,
maka pemerintah Kabupaten akan mengadakan penambahan
penyertaan modal Daerah ke dalam modal PT. Bank

G Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, dan sambil menunggu Peraturan
Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam Modal PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
ditetapkan, maka terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Musi Rawas.

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Noemor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4357),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438); / f
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Menetapkan:

9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4737},

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan penambahan
penyertaan modal Daerah ke dalam medal PT. Bank Pembangunan
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Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
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Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

(2) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

(3) Besarmya nilai penyertaan modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan disetor setiap tahun yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal |2 Desember 2011

BUPATI MUSI RAW.

'Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal /2 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

o

. RAIDUSYAHRI, ., ML.M.
Pembina Utama Muda.
/ NIP. 19570704 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 64

Page 4 of 4



